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Abstract. Loan agreements are an important aspect of everyday life, facilitating the borrowing of goods or 
property for a certain period of time. In this context, legal protection for lending and borrowing parties is 
crucial. This paper discusses the theoretical and practical aspects of lending and use agreements as well 
as research methodology in evaluating the effectiveness of existing regulations. The study highlights the 
challenges and need to balance the rights and obligations of both parties. Referring to the Civil Code, this 
study examines the rights, obligations, and legal protection of both lenders and loan recipients. Equipped 
with car loan case studies, this paper highlights the need for clear regulations, including item identification, 
insurance, time limits, and rights and responsibilities that must be set out in detail in the agreement. With 
a deep understanding of laws and regulations, lending and use agreements can provide maximum 
protection for all parties involved. 
Keywords: Agreement, Borrowing, Legal Protection, Civil Law. 
 

Abstrak. Perjanjian pinjam pakai merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, memfasilitasi 
peminjaman barang atau properti untuk jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, perlindungan hukum 
bagi pihak yang meminjamkan dan meminjam menjadi krusial. Tulisan ini membahas aspek teoritis dan 
praktis perjanjian pinjam pakai serta metodelogi penelitian dalam mengevaluasi efektivitas regulasi yang 
ada. Kajian ini menyoroti tantangan dan perlunya keseimbangan hak serta kewajiban kedua belah pihak. 
Mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penelitian ini menelaah hak, kewajiban, serta 
perlindungan hukum baik bagi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Dilengkapi dengan studi 
kasus peminjaman mobil, tulisan ini menyoroti kebutuhan akan regulasi yang jelas, termasuk identifikasi 
barang, asuransi, batas waktu, serta hak dan tanggung jawab yang harus diatur secara rinci dalam perjanjian. 
Dengan pemahaman yang dalam tentang hukum dan regulasi, perjanjian pinjam pakai dapat memberikan 
perlindungan maksimal bagi semua pihak yang terlibat. 
Kata kunci: Perjanjian, Pinjam Pakai, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata. 
 

LATAR BELAKANG.  

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang membuat janji kepada orang lain 
atau dua orang setuju untuk melakukan suatu perjanjian satu sama lain. Melalui hal ini 
terbentuk suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan. 
Perjanjian merupakan suatu rangkaian-rangkaian perkataan yang mengandung janji-
janji atau kesanggupan yang tulis atau diucapkan.1 Perjanjian pinjam pakai merupakan 
suatu bentuk transaksi yang umum terjadi dalam masyarakat, dimana pihak yang 
meminjamkan menyediakan barang atau properti kepada pihak yang meminjam untuk 
digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini perlindungan hukum bagi 
pihak yang meminjamkan dan yang meminjam menjadi hal yang sangat penting untuk 
dipertimbangkan. Meskipun perjanjian ini sering digunakan, masih banyak 

                                                           
1 (SubekƟ, 2005) 
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ketidakpastian dan permasalahan terkait dengan perlindungan hukum bagi kedua belah 
pihak. Dengan adanya perkembangan teknologi dan perubahan sosial, perlu adanya 
kajian mendalam untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta memberikan 
solusi terbaik untuk melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam 
perjanjian pinjam pakai. 

KAJIAN TEORITIS.  

Kajian ini mencakup analisis peraturan hukum yang relevan, termasuk Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan terkait perjanjian pinjam pakai. Kajian 
ini mengandung landasan hukum yang mendukung perlindungan pihak yang 
meminjamkan dan pihak yang meminjam dalam perjanjian pinjam pakai. Kajian ini juga 
membahas kasus-kasus khusus atau kontroversi terkait perlindungan hukum bagi pihak 
yang meminjamkan dan yang meminjam. 

Tantangan utama dalam perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah 
menciptakan keseimbangan yang adil dalam perjanjian tersebut. Perlunya klarifikasi yang 
tegas dan transparan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi titik 
fokus dalam menciptakan perjanjian yang saling menguntungkan. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara studi literatur 
dan analisis hukum normatif. Analisis hukum normatif akan fokus kepada evaluasi 
peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pinjam pakai. Studi 
literatur melibatkan review terhadap artikel-artikel ilmiah, buku, dan dokumen hukum 
terkait. Selain itu penelitian ini melibatkan studi kasus untuk memberikan gambaran 
konkret tentang bagaimana perlindungan hukum ini dimplementasikan dalam kasus 
nyata. Jurnal ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengulas secara mendalam 
perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam pakai. Dengan 
mengkaji aspek perlindungan bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, diharapkan 
dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai pentingnya kejelasan hukum 
dalam menjaga keadilan dan kepastian di dalam perjanjian semacam ini.         

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perjanjian pinjam pakai memainkan peran krusial dalam berbagai bidang, mulai 
dari peminjaman properti, kendaraan, hingga peralatan. Namun, seringkali terdapat 
ketidakpastian terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. 
Pemberi pinjaman seringkali memiliki kekhawatiran terkait resiko atas barang yang 
dipinjamkan, keamanan investasi, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan. Penting 
bagi hukum untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemberi pinjaman agar mereka 
merasa aman dan terlindungi secara hukum. 

 



1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Pakai 
Perjanjian pinjam pakai merupakan suatu perjanjian yang melibatkan dua belah 

pihak yaitu pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pijaman, atau 
Perjanjian pinjam pakai adalah perjanjian dimana pihak yang satu (orang yang 
meminjamkan) memberikan suatu barang kepada pihak lain (peminjam), untuk dipakai.2 
Dalam konteks ini perlindungan hukum bagi kedua belah pihak menjadi hal penting yang 
harus diperhatikan dalam rangka menjaga keadilan dan keamanan hukum. 

Pinjam pakai merujuk kepada praktik meminjam atau menggunakan sesuatu tanpa 
kepemilikan langsung. Ini bisa mencakup berbagai hal, dari barang fisik hingga layanan. 
Konsep ini memungkinkan seseorang atau entitas untuk menggunakan sesuatu tanpa 
harus memiliki atau membelinya secara permanen, seringkali melalui kesepakatan atau 
perjanjian tertentu. Hal ini dapat mengurangi biaya kepemilikan dan memungkinkan 
akses yang lebih mudah terhadap barang atau layanan tertentu. 

Perjanjian pinjam pakai juga disebut sebagai perjanjian sepihak (unilateral), 
Pinjam pakai dikatakan perjanjian sepihak dikarenakan ada frasa “Cuma– Cuma”. Jika 
pemakaian itu tidak dengan Cuma– Cuma, tetapi dengan pembayaran, maka bukan lagi 
pinjam pakai tetapi “sewa– menyewa”.3 

Dalam perjanjian pinjam pakai, barang yang dipinjamkan tidak habis atau musnah 
karena pemakaian. Si pemilik barang meminjamkan barangnya kepada peminjam secara 
Cuma-Cuma ini sesuai dengan definisinya berdasarkan pasal 1740 yaitu pinjam pakai 
adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada 
pihak yang lainnya untuk dipakai dengan Cuma-Cuma, dengan syarat bahwa yang 
menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, 
akan mengembalikannya. Barang yang dipinjamkan tetap menjadi milik orang  yang 
meminjamkan.4 Serta barang yang dipinjamkan adalah barang yang dapat dipakai dan 
tidak habis karena pemakaiannya seperti Ketentuan pada pasal 1742 KUH Perdata 
tersebut menegaskan bahwa benda (barang) yang dapat dipinjam-pakaikan dalam 
perjanjian adalah segala macam barang yang dapat dipakai dan tidak musnah atau tidak 
habis karena pemakaiannya.5 

2. Kewajiban dan Hak Pihak yang Meminjamkan  

Dalam perjanjian pinjam pakai tentunya pihak yang meminjamkan memiliki 
kewajiban dan hak, yakni sebagai berikut: 

A. Kewajiban  
a. Menyediakan barang dalam keadaan yang layak digunakan 
b. Memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan penggunaan  

                                                           
2 (Dasar Hukum Pinjam Pakai, n.d.)  
3 (Wulandari, 2023)  
4 (PrihartaƟk, 2016) 
5 (Alcon, 2019) 
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c. Meminta pengembalian barang sesuai kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. 
Dalam Perjanjian Pinjam pakai juga berlaku ketentuan bahwa orang yang 
meminjamkan tidak dapat meminta kembali barang pinjaman tersebut selain 
setelah lewatnya waktu yang ditentukan dalam Perjanjian.6 
B. Hak 

a. Hak atas pengembalian yang tepat. 
Si pemberi pinjaman memiliki hak untuk mendapatkan barang atau layanan 
kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati 

b. Hak atas kompensasi atau ganti rugi. 
Jika terjadi kerusakan atau penggunaan yang tidak semestinya, pihak yang 
memberi pinjaman memiliki hak untuk meminta kompensasi atau ganti rugi. 
 

3. Kewajiban dan Hak Pihak yang Meminjam 

Dalam perjanjian pinjam pakai tentunya pihak yang meminjam juga memiliki 
kewajiban dan hak, yakni sebagai berikut: 

A. Kewajiban 
a. Kewajiban Perawatan 

Merawat barang atau layanan yang dipinjam dengan cermat dan menggunakan 
sesuai aturan atau petunjuk yang telah ditentukan 

b. Kewajiban Pengembalian  
Mengembalikan barang atau  layanan tepat waktu dan dalam kondisi yang sama 
seperti yang dipinjam, kecuali ada kerusakan yang diatur dalam perjaanjian. 
B. Hak 

a. Menggunakan barang yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan  
b. Mendapatkan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan penggunaan  
c. Memperoleh bantuan dan perbaikan jika barang yang dipinjam mengalami 

kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang wajar. 
 

4. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Meminjamkan dan yang Meminjam 

Dalam perjajnjian pinjam pakai tentunya baik pada pihak yang meminjamkan 
maupun yang meminjam memiliki perlindungan hukum dengan memperhatikan beberapa 
hal berikut: 

a. Melakukan Pejanjian Tertulis 
Menyusun pejanjian pinjam pakai secara tertulis dengan ketentuan yang 
jelas dan rinci untuk menghindari interpretasi yang salah atau sengketa 
dikemudian hari 

b. Identifikasi Barang atau Properti 

                                                           
6 (Perjanjian Pinjam Pakai, n.d.) 



Dalam perjanjian pinjam pakai pastikan perjanjian mencamtumkan 
dengan jelas barang atau properti yang dipinjamkan, termasuk detail 
spesifik seperti merek, model, dan nomor seri. 

c. Kewajiban Penerima Pinjam  
Definisikan dengan jelas kewajiban penerima pinjam terkait penggunaan, 
perawatan, pemeliharaan atau properti yang dipinjam. Termasuk batasan 
penggunaan dan perbaikan yang dapat dilakukan. 

d. Asuransi  
Persyaratan bahwa penerima pinjam harus mengasuransikan barang atau 
peroperti yang dipinjam dari resiko kerusakan atau kehilangan. 

e. Hak Pemeriksaan  
Sertakan ketentuan yang memberikan hak kepada pemberi pinjam untuk 
memeriksa barang atau properti selama masa pinjam pakai untuk untuk 
memastikan bahwa penerima pinjam memenuhi kewajibannya. 

f. Kewajiban Pemegang Pinjam 
Tentukan bahwa penerima pinjam harus menjaga barang atau properti 
dengan standar tertentu, dan setiap perubahan atau memodifikasi harus 
mendapat persetujuan pemberi pinjam  

g. Durasi Pinjam Pakai 
Tetapkan batas waktu atau durasi pinjam pakai agar pemberi pinjam 
memiliki kendali atas penggunaan barang atau properti dan untuk 
memastikan pengembalian tepat waktu. 

h. Hak Pengakhiran  
Tentukan situasi dimana pemberi pinjam memiliki hak untuk mengakhiri 
perjanjian, seperti pelanggaran kontrak atau ketentuan tertentu yang tidak 
dipatuhi oleh penerima pinjam 

i. Pertanggungjawaban Hukum 
Jelaskan hak dan tanggung jawab hukum mmasing-masing pihak dalam 
hal kerusakan atau kehilangan barang atau property selama masa pinjam 
pakai 

j. Konsultasikan dengan Ahli Hukum 
Sebaiknya konsultasikan perjanjian pinjam pakai dengan ahli hukum 
untuk memastikan behwa ketentuan dan persyaratan hukum yang berlaku 
di wilayah hukum yang bersangkutan telah dipenuhi. 

Dengan memperhatikan faktor-faktor diatas dan merancang perjanjian secara 
cermat, pemberi pinjam dapat memaksimalkan perlindungan hukum mereka dalam 
perjanjian pinjm pakai. Pemahaman mendalam tentang hukum  dan regulasi yang berlaku 
juga sangat sangat penting untuk memastikan keabsahan dan keefektifan perjanjian. 

5. Dasar Hukum Pinjam Pakai  

Di Indonesia dasar hukum pinjam pakai diatur dalam Kitab Udang-undang 
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Hukum Perdata (KUHPer.). Khususnya pada pasal 1740 sampai dengan pasal 1753, 
didalamnya memuat aturan-aturan tentang perjanjian pinjam pakai.  

6. Studi Kasus 
Contoh: perjanjian peminjaman mobil. 

Pada contoh kasus ini pihak-pihak yang terlibat adalah PT MobilMaju, 
perusahaan persewaan mobil dengan pihak kedua yaitu Bapak Adi sebagai seorang 
profesional yang membutuhkan mobil untuk kebutuhan bisnisnya, dalam perjanjiaan 
tersebut para pihak sepakat bahwasannya pihak pertama meminjamkan mobil pada pihak 
kedua untuk penggunaaan bisnis dalam jangka waktu satu tahun. Dari peminjaman mobil 
tersebut bapak adi mendapatkan mobil dengan jenis sedan merk ABC tahun 2023 dengan 
biaya peminjaman sebesar Rp.5.000.000  per bulan,dengan pembayaran setip awal bulan, 
sebagai jaminan bapak adi harus memberikan jaminan berupa dokumen identitas asli dan 
uang muka sebesar Rp.10.000.000.00 yang akan dikembalikan setelah masa peminjaman 
terakhir. Dengan diadakannya kesepakatan tersebut pihak kedua bertanggung jawab 
untuk menjaga mobil dalam kondisi baik dan mengembalikannya dalam keadaan yang 
sama seperti saat pertama kali dipinjam, kecuali kerusakan dlam batas wajar. Sesuai 
dengan kesepakatan yang ada mobil hanya boleh digunakan untuk keperluan bisnis bapak 
adi dan tidak boleh disewakan atau digunakan untuk keperluan lain tanpa izin dari PT 
MobilMaju.  

Jika terjadi sengketa terkait kondisi mobil atau ketidakpatuhan terhadap 
perjanjian, kedua belah pihak akan mencoba menyelesaikan melalui mediasi. Apabila 
tidak tercapai kesepakatan, sengketa akan dibawa ke pengadilan setempat. 

Pada akhir masa peminjaman, bapak adi harus mengembalikan mobil beserta 
kunci dan dokumen lain terkait dalam kondisi baik. Setelah pemeriksaan oleh PT 
MobilMaju, jika tidak ada kerusakan yang diluar batas wajar, jaminan akan 
diikembalikan kepada bapak adi. 

KESIMPULAN 

Kesimpulannya adalah bahwa dalam perjanjian pinjam-meminjam, penting bagi 
kedua pihak yang terlibat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Regulasi 
yang jelas dan terperinci sangat diperlukan agar hak dan kewajiban pemberi pinjaman 
dan penerima pinjaman seimbang. Klarifikasi mengenai barang yang dipinjam, syarat 
penggunaan, asuransi, batas waktu, dan hak serta tanggung jawab masing-masing pihak 
sangat penting untuk menciptakan perjanjian yang adil dan saling menguntungkan. 
Dengan pemahaman yang mendalam terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, 
perjanjian pinjam-meminjam dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi semua 
yang terlibat di dalamnya. 
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